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Abstract
The purpose of this study is to describe and analyze the career development of employees in improving the performance of the Department of Agriculture, Food Crops , Livestock and Fisheries of West Kutai District. With focused on the promotion, transfer and training PIM Technical Training and factors that influence it.This study includes descriptive and will be analyzed using qualitative methods . Source of data extracted from key informants and informant , and then supported by secondary data . Analysis of the data used interactive model as developed by Miles and Huberman 

The results showed that career development in improving the performance of employees in the Department of Agriculture, Food Crops, Livestock and Fisheries of West Kutai District through promotion , transfer of work, education and leadership training (training PIM) technical training and education can be said to have done quite well. While the factors influencing career development, among others, are often vacant positions being filled because the process will be a long time employee at a less rapid BKD ; lack of motivation to participate in training for PIM training and technical education and training so that employees have a legal lacking in training when very necessary for promotion , less active employees to take care in collecting documents that led to the proposed rank promotion from within the organization are often less acceptable and sufficient working atmosphere conducive to career development efforts can be received by all employees 

.
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan karir pegawai dalam meningkatkan kinerja pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat. Dengan difokuskan kepada promosi, mutasi diklat PIM dan Diklat teknis beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini termasuk deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data diambil dari informan dan key informan, kemudian didukung dengan data sekunder. Analisis data yang digunakan model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Kutai Barat melalui promosi jabatan, mutasi kerja, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklat PIM) dan pendidikan pelatihan teknis dapat dikatakan telah dilakukan dengan cukup baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya pengembangan karir antara lain adalah seringkali jabatan kosong akan lama terisinya karena proses kepegawaian di BKD yang kurang cepat; kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat bagi diklat PIM dan Diklat teknis sehingga pegawai kurang dalam memiliki legalitas diklat padahal sangat diperlukan untuk promosi jabatan, kurang aktifnya pegawai dalam mengumpulkan dokumen untuk mengurus kepangkatan yang menyebabkan usulan promosi dari dalam organisasi sering kurang diterima serta suasana kerja yang cukup kondusif sehingga upaya pengembangan karir dapat diterima oleh seluruh pegawai.
Kata Kunci : “Pengembangan Karir Pegawai, Kinerja dan Diklat PIM”

Pendahuluan

Sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik (Baedhowi, 2007). Pembinaan dan pengembangan profesionalitas SDM menjadi salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi dan merespon segala tantangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis. Sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen PNS. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki SDM Pegawai yang memenuhi persyaratan baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Sejalan dengan itu kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan pengendalian pembangunan perlu ditingkatkan. 

Pegawai adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil organisasi. Hal ini perlu dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai secara tepat sesuai beban kerja yang ada dan hal tersebut dengan didukung oleh adanya proses rekrutmen yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Peraturan perundangan yang mengatur tentang rekrutmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut hingga saat ini ternyata belum mampu menjamin penegakan sistem merit dalam pelaksanaan rekrutmen PNS. Akibatnya pelaksanaan rekrutmen sampai saat ini terus menuai kritik karena kurang mengedepankan prinsip netralitas, persamaan, keadilan, dan kompetensi. Padahal pelaksanaan rekrutmen berdasar sistem merit merupakan langkah mendasar untuk memperbaiki kualitas PNS
Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, peran aparatur pemerintah yang merupakan agen utama pembangunan daerah baik sebagai pelaksana, pembaharu, sudah selayaknya mendapatkan perhatian utama dalam peningkatan profesionalisme aparatur. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan aparatur di daerah tersebut, maka pelaksanaan sistem rekrutmen PNS harus mengacu pada perwujudan tujuan nasional yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Profesionalisme aparatur yang didasarkan pada pernyataan tersebut, hanya dapat diwujudkan dengan cara menyelenggarakan sistem rekrutmen yang mampu menjaring pegawai yang mempunyai kemampuan dan kualitas kerja.

Ditinjau secara teoritis, rekrutmen pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu sistem rekrutmen secara internal dan rekrutmen secara ekternal. Sistem rekrutmen internal merupakan sistem rekrutmen yang menunjukkan seorang pegawai untuk kedudukan jabatan dimana pegawai tersebut merupakan seseorang pegawai yang telah bekerja dalam organisasi. Sedangkan sistem eksternal menonjolkan kepada pegawai yang berasal dari luar organisasi melalui sistem seleksi kepegawaian. 

Dalam penelitian ini, penulis lebih tertarik untuk membatasi pada pokok pembahasan rekruitmen internal dikaitkan dengan persoalan kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena fenomena menarik yang terjadi pada rekrutmen internal, sebagian dari proses ini telah menggambarkan adanya praktik nepotisme dimana keterkaitan penunjukkan seseorang pada jabatan karena adanya kepentingan pribadi/kelompok/politik sehingga penentuan pegawai untuk menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu bukan lagi mempertimbangkan kemampuan, keahlian, ketrampilan dan prestasi kerja sebagaimana yang diatur dalam sistem kepegawaian nasional.

Fenonema yang terjadi pada Kantor Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat sehubungan dengan rekruitmen internal tersebut, hasil dari observasi penulis menunjukkan bahwa masuknya beberapa pegawai melalui mutasi pekerjaan, promosi jabatan dan rekrutmen tenaga honorer belum menunjukkan adanya optimalisasi dalam penyelesaian pekerjaan, meskipun sementara ini dari pengamatan penulis, pegawai (PNS) merasa terbantu dengan adanya sejumlah tenaga honorer meskipun mereka bekerja tanpa proses seleksi yang ketat. 

Kerangka Dasar Teori 
Kedudukan Hukum Kepegawaian Dalam Tata Hukum Indonesia
W.G.Vegting dalam buku Het Algemeen Nederland Administratiefrecht I,  sebagaimana dikutip oleh Abdoel Djamali   ( 1  9   8   4    :  1 0 8  )             dalam buku Pengantar Hukum Hukum,      Indonesia,  mengemukakan bahwa : “ Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mempelajari satu  bidang  peraturan  yang  sama,  tetapi  cara  pendekatan  yang dipergunakan  berbeda.  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  bertujuan  untuk mengetahui tentang organisasi negara dan pengorganisasian alat-alat perlengkapan negara,  sedangkan  ilmu Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk  mengetahui  tentang  cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara.

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum administrasi Negara dikalangan para sarjana sebenarnya telah terdapat kesamaan pandangan bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki keterkaitan yang erat, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan  yang  satu  dari  yang  lainnya  Amrah  Muslimin,(1980:27)  dalam bukunya beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi  dan  Hukum  Administrasi  menyebutkan  bahwa  keterkaitan Hukum  Administrasi  Negara  dengan  Hukum  Tata  Negara  disebabkan kedua bidang hukum memiliki obyek yang sama, yaitu gejala yang disebut Negara. Hukum Tata  Negara  mengatur pada umumnya struktur negara dan  kewenangan  dari  pada   organ-organ  negara.  Sedangkan  Hukum Administrasi mengatur cara-cara organ-organ negara bertindak melakukan kewenangannya. Disebutkan  juga  bahwa  kedua bidang hukum ini tidak dapat dipisahkan secara tajam.    Keterkaitan antar kedua hukum tersebut dapat disimak juga dari perkataan Van Vollenhoven, sebagaimana yang dikutip  oleh  Riduan,  HR,(2003 : 34)  dalam  bukunya  Hukum  administrasi  Negara, menyebutkan : “Badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, oleh karena badan  ini  tidak mempunyai  wewenang apapun atau wewenangnya  tidak  berketentuan,  dan  badan  pemerintah  tanpa hukum  administrasi  negara  akan  bebas  sepenuhnya,  oleh  karena badan ini  dapat  menjalankan  wewenangnya  menurut  kehendaknya sendiri.”
Pengaturan Kebijakan  di Bidang Kepegawaian di Indonesia
Sejak Indonesia merdeka, dan dalam waktu yang relatif cukup lama landasan hukum yang dipakai sebagai dasar yang kuat dalam pembinaan dibidang  kepegawaian,  khususnya  Pegawai  Negeri  Sipil, belum dimiliki oleh bangsa  Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada tanggal 6 Nopember 1974  tersebut,  pengaturan  hukum  kepegawaian  di  Indonesia,  Menurut Utrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, menyebutkan bahwa hukum kepegawaian Indonesia masih diatur dalam peraturan-peraturan  “incidenteel”, peraturan-peraturan hukum administrasi negara kebiasaan  (administratief  gewoonterechtsregels)  dan surat-surat edaran (rondschrijven) beberapa departemen (kementrian) dan dari Kepala Kantor Urusan Kepegawaian.
Besarnya kewenangan         
daerah 
dalam 
mengatur masalah kepegawaian,  maka  di  daerah  disebutkan  dalam  pasal  34  A  Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, “Untuk kelancaran pelaksanaan menajemen Pegawai Negeri   Sipil  Daerah  dibentuk  Badan  Kepegawaian  Daerah “ Akibat Undang-Undang  No. 22 Tahun 1999, kewenangan seakan-akan terkonsentrasi pada daerah terutama  pada daerah Kabupaten/kota, sehingga koordinasi ke propinsi dan kepusat hampir diabaikan, sehingga dalam      pengaturan pelaksanaan  yang tertuang  dalam   peraturan pemerintah  termasuk  juga  petunjuk  teknisnya   harus   diganti  dan/atau diubah, karena ada tarik ulur  kewenangan   dibidang kepegawaian. 
Terkosentrasinya kewenangan di daerah terutama di kabupaten/kota oleh Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999,  agar  lebih  adanya  koordinasi diantara  kabupaten/kota  dengan  provinsi,  provinsi  dengan  pusat,  maka Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Undang-Undang  pemerintahan  daerah  yang  baru  ini,  menarik  kembali beberapa kewenangan termasuk juga kewenangan dalam hal pengaturan masalah  kepegawaian.  Pengaturan  bidang  kepegawaian  daerah  dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, ini antara lain :
1. Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara  nasional.  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  daerah  tersebut meliputi  penetapan  formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban kedudukan hukum,  pengembangan  kopetensi,  dan pengendalian jumlah.
2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II  pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan  pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentian  dari dan dalam  jabatan   eselon  II  pada  pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
3. Perpindahan  pegawai  negeri  sipil  antar  kabupaten/kota  dalam  satu provinsi  ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan  Kepegawaian Negara. Perpidahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan  oleh  Menteri        Dalam
 Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan kepegawaian Negara.
4. 
Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/ kabupaten/ kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubermur.
Pengaturan tersebut terlihat adanya koordinasi dari pemerintah kabupaten/kota  provinsi  dan  pemerintah  pusat,  karena  disadari  bahwa otonomi suatu daerah tidaklah mungkin bersifat mutlak, akan tetapi harus sedemikian rupa agar dapat serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, harus dapat  menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  atas  dasar  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  serta   harus   dapat  menjamin  perkembangan  dan pembangunan daerah.

Lingkupan Hukum Kepegawaian
Hukum    Kepegawaian  merupakan      spesialisasi                  dari    hukum administrasi   negara,yaitu khusus mengatur   dibidang   kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1974 yang diubah lagi dalam Undang-Undang No.  43   Tahun  1999.   kehadiran   hukum kepegawaian  yang berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lainnya, dapat ditekan sekecil-kecilnya. Mengenai  ruang  lingkup  hukum  kepegawaian  adalah  pada  umumnya mengenai  kedudukan,  kewajiban,  hak-hak,  dan  manajemen  pegawai negeri sipil.
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil
Kedudukan   Pegawai   Negeri   Sipil   adalah   mengenai   hubungan Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  Negara  dan  Pemerintah  serta  mengenai loyalitas  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara  dan Pemerintah. Disadari  bahwa  kedudukan  Pegawai  Negeri  khususnya  Pegawai Negeri  Sipil merupakan salah satu penentu kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  rangka  mencapai tujuan  pembangunan.  
Perencanaan Karir

Perencanaan karier dalam        rangka    manajemen  s umber daya manusia bertitik  tolak  dari  asumsi  dasar  bahwa  seseorang  yang  mulai bekerja  setelah penempatan dalam suatu organisasi akan terus bekerja untuk organisasi tersebut selama masa aktifnya hingga ia memasuki usia pensiun. Berarti ia ingin meniti karier dalam organisasi itu. Berangkat  dari  asumsi  demikian,  merupakan  hal  yang  logis  dan wajar  apabila  dalam  kehidupan  kekaryaannya  seseorang  menanyakan berbagai pertanyaan yang menyangkut   karier   dan prospek pengembangan-nya di masa depan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan   sumber   daya   manusia   merupakan   keharusan mutlak bagi suatu organisasi dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan  terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Kondisi ini dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  investasi yaitu  human Investasi. Meskipun program orientasi pengembangan ini memakan waktu dan dana, semua  organisasi  mempunyai  keharusan  untuk  melaksanakannya,  dan menyebut biaya-biaya untuk berbagai program tersebut sebagai investasi dalam  Sumber  Daya  Manusia.  Ada  dua  tujuan  utama  dalam  hal  ini,  pertama,  pengembangan dilakukan     untuk  menutup “gap” antara kecakapan dan kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Kedua, program tersebut  diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang ditetapkan. Pencapaian keselarasan tujuan tersebut  tentunya harus ditempuh melalui  suatu  proses  tahapan  panjang  yang  dimulai  dari  perencanaan sampai  dengan   pengelolaan  dan  pemeliharaan  potensi  sumber  daya manusia.  Karena  secara  makro  pengembangan  sumber  daya  manusia (Human Resourses Development)  merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia, yaitu mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia.  Dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap,  dan  sifat-sifat  kepribadian,  sehingga  dapat  memegang  tanggung jawab dimasa yang akan datang.
Sistem Pembinaan Karir Pegawai

Dalam       hal 
  mengenai  
 pembinaan 
  Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 12 yang menyatakan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara   berdayaguna  dan  berhasil  guna,  dan  untuk  mewujudkan  hal tersebut,  diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem  prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Sistem pembinaan karier pegawai harus disusun sedemikian rupa, sehingga  menjamin  terciptanya  kondisi  objektif  yang  dapat  mendorong peningkatan prestasi pegawai. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila penempatan pegawai negeri sipil didasarkan atas tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai yang bersangkutan. 
Sistem  karier  adalah  suatu  sistem  kepegawaian,  dimana  untuk pengangkatan pertamanya didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan,   pengabdian,  dan  syarat-syarat  obyektif  lainnya  juga  turut menentukan. Sistem karier dapat dibagi dua yaitu sistem karier terbuka dan tertutup. Sistem karier terbuka adalah bahwa untuk menduduki suatu jabatan  yang  lowong  dalam  suatu  unit  organisasi,  terbuka  bagi  setiap warga negara,  asalkan  ia mempunyai kecakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk  jabatan  tersebut.  Sistem  karier tertutup  adalah  bahwa suatu jabatan yang lowong dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi tersebut.
Jabatan Struktural Dalam Birokrasi Daerah

Pengisian pejabat struktural pada birokrasi seharusnya lebih mengedepankan  pertimbangan  kompetensi  jabatan  seperti  apa  yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok- Pokok  Kepegawaian  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Apabila mengacu pada  Peraturan Perundangan tersebut, seharusnya  sistem  rekruitmen  dalam  mengisi  jabatan  terutama  jabatan struktural  didaerah membuka peluang untuk  dilaksanakan dengan Merit System . Namun hal tersebut kemudian terabaikan dan terdistorsi dengan sistem yang lainnya sehingga ada beberapa sistem rekruitmen yang ikut mewarnai  dalam mengisi jabatan struktural pada birokrasi pemerintahan khususnya pada birokrasi daerah.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Untuk   menjamin  kualitas  dan 
obyektivitas pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dari jabatan struktural eselon II kebawah maka dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Pembentukan Baperjakat Instansi daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan  oleh Pejabat Pembina Kepegawaian   Daerah   Provinsimaupun Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/Walikota). Baik Baperjakat  Instansi  Daerah  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  memiliki tugas  memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam :
a. 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah.
b.
Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukan   prestasi   kerja   luar   biasa   baiknya   atau   menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
c. Perpanjangan  batas  usia  pensiun  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II.
d. 
Pengangkatan Skretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .

Untuk menjamin obyektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil. Untuk Daerah Kabupaten Ketua Baperjakat dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dengan anggota para  pejabat  eselon  II   sedangkan  Sekretaris  Baperjakat  dijabat  oleh Pejabat  Eselon  III  yang  membidangi  Kepegawaian.  Selanjutnya  masa keanggotaan Baperjakat  paling  lama 3 (tiga) tahun dan dapat  diangkat kembali   untuk   masa   keanggotaan   berikutnya.   Apabila   posisi   Ketua Baperjakat Kosong, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menunjuk anggota Baperjakat yang paling senior untuk menjadi Ketua
Hasil Penelitian 

Pengembangan Karir Pegawai
Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki sifat, bakat, akal, keinginan, perasaan dan kemampuan serta kebutuhan yang beranekaragam sehingga pengelolaan sumber daya manusia ini memerlukan suatu manajemen yang tepat dan baik. Para pegawai perlu untuk diberi kepastian bahwa jenjang karir mereka merupakan hasil dari kinerja mereka. Untuk itu manajemen SDM perlu untuk melakukan salah satu upaya peningkatan kerja yaitu dengan pengembangan karir pegawai itu sendiri, sehingga dapat memberi motivasi dan semangat kerja bagi para pegawai karena kinerja yang lebih baik harus diberikan penghargaan.
Pengembangan karir dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat yaitu dengan cara : 

(1) Promosi jabatan, 

a. Promosi Jabatan di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peter-nakan dan 
Perikanan Kabupaten Kutai Barat dilakukan berdasarkan peraturan mengenai persyaratan jabatan, bukan proses politik.
b. Belum semua jabatan eselon diisi oleh pegawai yang telah meme-nuhi 
kualifikasi/persyaratan yang ditentukan. 

c. Promosi jabatan dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan   

kebijakan BKD dan persetujuan dari pimpinan.

d. Promosi di lingkungan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan 
dan Perikanan telah dapat meningkatkan kinerja pegawai.
(2) Mutasi pegawai, 

a. Mutasi pegawai di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengembangan karir pegawai dilakukan dengan alasan kekosongan jabatan, penyegaran, dan penyesuaian kemampuan.

b. Kebijakan mutasi ada ditangan BKD namun usulan untuk mutasi pegawai berasal dari dinas/SKPD dengan persetujuan dari pimpinan

c. Mutasi kerja dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

d. Melalui mutasi kerja telah dapat meningkatkan kinerja pegawai Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat.

e. Diklat PIM 

a. Diklat PIM pegawai di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat dilakukan agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinannya dan legalitas diklat PIM ini menjadi persyaratan dalam kenaikan jabatan/karir pegawai.

b. Keikutsertaan pegawai dalam diklat PIM harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BKD, bagian umum/kepegawaian dinas memfasilitasinya.

c. Belum seluruh pegawai yang menduduki jabatan eselon di Dinas telah memenuhi persyaratan diklat PIM. Belum ikutnya mereka dalam diklat PIM akan menghambat karir mereka kejenjang jabatan/eselon yang lebih tinggi.

d. Keikutsertaan pegawai dalam Diklatpim telah mampu meningkatkan pengetahuan peserta sehingga dapat aplikasikan  dalam tugas rutin untuk meningkatkan kinerja..

e. Diklat teknis.

a. Diklat teknis pegawai di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat dilakukan agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan teknis di bidangnya masing-masing dan legalitas diklat teknis ini menjadi persyaratan dalam kenaikan jabatan/karir pegawai.

b. Pimpinan sangat mendukung keikutsertaan pegawai dalam diklat teknis ini. 

c. Keikutsertaan pegawai dalam Diklat teknis telah memberi peningkatan ketrampilan teknis sehingga dalam aplikasinya juga telah dapat meningkatkan kinerja pegawai Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat.

Kinerja Pegawai Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, kondisi SDM aparatur di Indonesia saat ini mempunyai beberapa masalah, yaitu:  (1)  Dari  segi  kepegawaian,  sistem  manajemen  kepegawaian  berdasarkan  merit  system sebagaimana diamanatkan dalam  Pasal 7, 12 dan 17 UU Nomor 43 Tahun 1999 belum dapat diterapkan  dengan  baik  karena  belum  adanya  instrumen  pendukung;  (2)  Distribusian  pegawai belum merata baik di lihat antar pusat dan daerah maupun antar  instansi dan diindikasikan tidak sesuai dengan beban kerja yang ada; (3) Komposisi  pegawai  yang  ada  belum/tidak  mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan (4) Struktur gaji belum/tidak dapat berfungsi sebagai pemicu peningkatan kinerja karena tidak terkait dengan kinerja, kompetensi dan tanggung jawab. Dan sebagainya.
Ketepatan Waktu Menyelesaikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan belum ada keseragaman hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kompetensi yang dimiliki pegawai. Namun sebagian besar pegawai mampu melaksanakan tugasnya sesuai waktu yang direncanakan, bahkan ada yang lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Perbedaan kemampuan dan volume pekerjaan inilah yang seharusnya dicermati dan diantisipasi, mengingat ke depan tugas lembaga akan semakin kompleks, maka akan mengalami  kesulitan jika tidak segera mencari jalan keluarnya. 

Daya Tanggap Terhadap Pekerjaan

Daya tanggap pegawai terhadap pekerjaan dapat dilihat dari kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan.  Dalam menyelesaikan pekerjaan tidak terlepas dari kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengakomodir setiap pekerjaan disesuaikan dengan volume pekerjaan dan kemampuan. Setelah dianalisis daya tanggap pegawai terhadap pekerjaan di lingkungan kerja di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Kutai Barat sudah cukup baik, hal ini dikarenakan dalam menyelesaikan pekerjaan telah dilakukan pembagian tugas yang disusun berdasarkan struktur organisasi, hal tersebut dimaksudkan agar pekerjaan lebih terarah, tidak terjadi tumpang tindih dan atau lebih memudahkan pegawai dalam operasionalisasi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehingga memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi pegawai yaitu dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang pegawai miliki serta terbatasnya sumber daya aparatur sehingga tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tanggap pegawai terhadap pekerjaan sudah cukup baik, karena pegawai tidak bekerja hanya berdasarkan perintah atasan tetapi berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan di job description. 

Faktor-Faktor yang Menghambat Pengembangan Karir Pegawai Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai diperlukan adanya suatu pemahaman yang jelas mengenai apa yang diharapkan oleh organisasi (pimpinan) dan pegawai. Pegawai dapat bekerja secara  maksimal  apabila  dia  mengetahui  arah  dan  tujuan  organisasi  dan  apa  peranan  yang dimainkannya  dalam  pencapaian  tujuan  tersebut.  Selain  itu,  peran  dan  tanggung  jawab  yang diberikan oleh organisasi harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai.
Apabila dirasakan ada kekurangan (gap) maka diberikan pelatihan meningkatkan kompetensi pegawai. Transparansi dan kejelasan dalam pengembangan kompetensi, peran dan tanggung jawab pegawai harus disusun dalam suatu pola karir yang jelas, transparan dan dapat diakses oleh pegawai.

Pola  karir  harus  dikembangkan  oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu  pegawai  dan  organisasi (pimpinan). Masing-masing pihak mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam penyusunan pola karir dan strategi pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa penyusunan pola karir bertujuan untuk memperjelas  peran  dan fungsi serta kontribusi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan karir pegawai dalam meningkatkan kinerja di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat meliputi:
a. Jabatan kosong seringkali lama terisi karena proses kepegawaian 

       di BKD;

b. Kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat bagi diklat PIM dan Diklat teknis sehingga pegawai kurang dalam memiliki legalitas diklat padahal sangat diperlukan untuk promosi jabatan;

c. Kurang aktifnya pegawai dalam mengumpulkan dokumen untuk mengurus kepangkatan, yang menyebabkan usulan promosi dari dalam organisasi sering kurang diterima;

d. Suasana kerja yang cukup kondusif, hubungan kerja yang mendukung kerjasama antar pegawai sehingga adanya promosi dan mutasi jabatan tidak menimbulkan ekses negatif seperti rasa kurang suka dan iri hati diantara pegawai;

Kesimpulan

1. Pengembangan karir pegawai yang dilakukan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Kutai Barat secara aplikatif dapat memacu kinerja pegawai. Hal tersebut dapat diketahui dari sub fokus penelitian yang ditetapkan melalaui Promosi Jabatan, Mutasi  Pegawai, Diklat PIM dan Diklat Teknis dapat memacu perilaku pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hal tersebut tercermin oleh  kualitas pekerjaan yang dihasilkan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan daya tanggap pegawai terhadap Pekerjaan belum semuanya memenuhi kualifikasi yang diharapkan. Seperti soal pmomosi pegawai masih dihadapkan oleh kebijakan pimpinan yang dinilai kurang objektif dan tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya perysratan dalam jabatan masih terdapat sebagian kecil pegawai yanag tidak sesuai dengan analisis jabatan   Kemudian dalam hal mutasi pegawai juga mengalami ketidak selarasan antara kapasitas dan kompetensi pegawai dengan formasi yang tersedia, dain kemalasan pegawai untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan,, baik untuk pengembangan karir, maupun persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,  baik pelatihan teknis maupun manajerial.
2. Faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah jabatan kosong seringkali lama terisi karena proses kepegawaian di BKD; kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat bagi diklat PIM dan Diklat teknis sehingga pegawai kurang dalam memiliki legalitas diklat padahal sangat diperlukan untuk promosi jabatan, kurang aktifnya pegawai dalam mengumpulkan dokumen untuk mengurus kepangkatan yang menyebabkan usulan promosi secara internal sering kurang diterima dan adanya suasana kerja yang cukup kondusif sehingga pelaksanaan kebijakan pengembangan karir dapat diterima oleh seluruh pegawai.
Saran
1. Dalam hal promosi pegawai masih adanya ketidakselarasan dengan kebijakan dalam analisis jabatan, hendaknya dalam promosi pegawai agar lebih objektif, maka perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk menentukan kebijakan sesuai pendekatan normatif, sehingga pegawai yang dipromosikan sesuai kualifikasi yang diharapkan.
2. Mengingat kurang termotivasinya pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk memenuhi persyaratan dalam pengembangan karir, maka perlu melakukan tindakan yang kooperatif dan antisipatif dengan memberikan pemahaman dan pembinaan secara simultan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pegawai untuk mengikuti berbagai diklat yang difasilitasi lembaga, sehingga dapat tercipta pegawai yang profesional. 
3. Mengingat adanya perlakukan yang tidak sesuai dengan analisis jabatan, misalnya ada sebagian kecil pegawai yang menduduki jabatan eselon tetapi belum mempunyai legalitas diklat PIM. Hendaknya pihak pemegang otoritas, baik pimpinan organisasi maupun ketua Baparjakat   dapat mengambil sikap lebih mengedepankan pendekatan normatif dan objektivitas sehingga tidak menimbulkan kecemburuan diantara pegawai 

4. Untuk pegawai yang  telah mendapat legalitas pelatihan hendaknya ditempatkan pada posisi yang relevan dengan keahliannya dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Daftar Pustaka
Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

________. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Peletihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

________. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Amran Muslimin 1980. Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung : Alumni

Abdoel Djamali 1984. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : CV. Rajawali

Abdurrahman 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Media Sarana Press.

Ahmad Ghufron dan Sudarsono 1991. Hukum Kepegawaian Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Baedhowi. 2007. Revitalisasi Sumber Daya Aparatur dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Layanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.15, No.2 (Mei).



































































Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda


Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.


Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.








1796
1797

